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. BUPATI EOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA . - |
NOMOR 34 TAHUN 2015 REREE

. KAWASAN TANPA ROKOK 1
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

BUPATI BOMBANA,

T oa. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

Kabupaten . Bombana, dlperlukan | pengetahuan,
pemahaman, kesadaran, kemauan, . : dan kemampuan
masyarakat untuk senantiasa memblélsakan pola hidup
sehat; : !

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 115 ayat, (2) Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pemerintah
Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok

c. bahwa berdasarkan pertimbangan - sebagajmfana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupat1 Bombana tentang Kawasan ‘I‘anpa Rol|<ok

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tcntang Perlmdungan
Konsumen (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran N?gara Republik

Indonesia Nomor 3821);

2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990 tentang Hak Asasi

Manusia [Lembaran Negara Republik IndoneSIa Nomor 165
Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Nomeor 3887);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahunr A2002 tentang
Perlmdungan Anak (Lembaran Negafa 'R‘ep1|1bhk Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan. Lembaran Negara

’ Republik Indonesia Nomor 4235);° - !, e

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahuh 2003 Etentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara! Repubhk Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan, Lenibaran Negara
Repubhk Indonesxa Nomor 4301), _ i ]

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlmdungan dan Pengelolaan Llngkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5058); S ;: :i

6. Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentlang Kcschatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063); ;’ ' -

7.Undang-Undang Nomor 12 ‘ Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undanéan (Lembaran
Negara Republik Indonesia - Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lcrnbaran Negara Repubhk Indone31a Nomor
5234); ‘;f*{

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 3014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran :’Negia\ra Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tain;lbahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587], - |

9. Pcraturan Pemerintah  Nomor 19 ’I‘ahun l2003 tentang
Pengamanan Rokok Bagi hesehatan (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 36 Tambaha.n Lembaran Negara Nomor
4276); SRl

10. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembaglan Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah,
Pernenntahan Daerah Propm51, dan Pcmen!ntahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara chubhk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbahan Lenilbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); : o i g? |

11. Peraturan Pemermtah Nomor 53 Tahuﬁ 2010 tentang
DlSlplln Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2010 Nomor, 74 Ttunbalhan Lembaran

.
Negara Republik Indonesia Nomor 5135) :
‘ : S H |

s
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12 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Benta
Negara Republik Indonesm Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupatcn Bombana Nomor 22 Tahun
- 2012 tentang Perubahan Ket1ga Atas ‘Per:lstturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun ..2008 tentang
Struktur Orgamsasx dan Tata Ker]a Perangkat Daerah
Kabupaten Bombana (Lcmbaran Daerah Kabupaten
Bombana Tahun 20 12 Nomor 22), g o

-:;‘; S}
| i1

MEMUTUSKAN: '+ &

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.
- U A T

| ~ Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. ~Daerah adalah Kabupaten Bombana :
: Pemermtah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Bombana ' _

2
- 3.
4

BABI
KETENTUAN UMUM S
Pasall R L

Bupati adalah Bupau Bombana. - ! : o

Orang adalah orang perscorangan atau badan usaha, :ba.lk yang berbadan
hukum ataupun tidak berbadan hukum. o E o i

Rokok adalah hasxl olahan tembakau terbungkus termasuk ‘cerutu atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dan tanaman. moottana tobacum, nicotiana
rustica dan spesies lainnya atau smtcsxsnya yang mengf;mdung nikotin dan
tar dengan atau ta.npa bahan tambahan. R § f f% :

Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan / ruangan atau area yang dinyatakan
dilarang untuk keg1atan produksx pen]ualan,‘ 1k1an, prom051 dan/atau
merokok. - , : |
lepman lembaga dan/atau badan pada- Kawasan T.anp al Rokok adalah
orang yang karena _]abatannya memlmpln dan/ atau bertanglgun.awab atas
kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang dltetapkan sebagax Kawasan
Tanpa Rokok ; SR

Kesehatan adalah keadaan schat baik secara ﬁs1k mental “spiritual

. maupun sosial yang memungkmkan setiap orang untuk thup produktif,

secara s051a1 dan ekonorms




10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

‘Merokok adalah keglatan membakar dan/ atau menghlsap rokok

Perokok aktif adalah setiap orang yang secara: langsung menghlsap asap
rokok dari rokoknya yang sedang dibakar. I l : ‘ j
Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghlsap
atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan olch perokok

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung 3,ramg;l dlgunakan untuk

kegiatan belajar, menga_]ar, pendldlkan dan/atau pelatlhcln
Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh
masyarakat umum dan/ atau tempat yang dapat dlmanfaatkan bersama-
sama untuk kegxatan masyarakat yang dikelola olch pcmenntah swasta
dan/atau masyarakat. - h i ; . |

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau. Iapangan tertutup d atau terbuka,
bergerak atau tetap dunana tenaga kerja bekerja,: atau yang dunasukl tenaga
kerja untuk keperluan suatu usaha dan dJmana terdapait sumber atau
sumber-sumber bahaya. S 55
Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan ya!ng ditutup oleh
atap dan dibatast oleh satu dinding atau lebih, tcrlepa‘.tdan material yang
digunakan dan struktur permanen atau scmentara SR
Tempat anak bermain adalah arca yang dlgunakan untuk kcglatan bermain
Tempat Ibadah adalah bangunan atau tertutup yang mem1l1k1 ciri-ciri
tertentu yang khusus dlpergunakan untuk benbadah bag1 para pemeluk

masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah

keluarga. : o
Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan baik
promotif, preventif, . kurauf maupun rehablhtatlve yang dllakukan oleh
pemerintah Daerah, dan atau masyarakat. R

Perkantoran Pemenntah Daerah adalah hngkungan g;edung/ kantor yang
berada di wilayah Pcrnenntahan Kabupaten Bombana : |

Iklan rokok, selan_]utnya disebut iklan, adalah ¥ keglatan untuk
memperkenalkan, memasyarakatkan dan/ atau méﬁlprbfrilosﬂcan rokok
dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan
mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang d:tawarkan
Smokmg Area adalah Kawasan atau Area yang khusus.dxsledlakan untuk

merokok. ; : : : j 5 D




22.

23,

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Kepentingan kualitas keschatan manusia, berartl bahwa penyelenggaraan
Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk menmgkatkan derajat kualitas
kesehatan warga masyarakat. _ T |

Keseimbangan kesehatan manusia dan hngkungan beraru bahwa
pembangunan kesehatan harus dilaksanakan . secara ;benmbang antara
kepentingan individu dan kelestarian lingkungan. = '’ j
Kemanfaatan umum berartl bahwa kawasan tanpa rokoll{ harus memberikan
manfaat yang sebesar-besamya bagi kemanumaan dan pcnkehxdupan yang
sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat .

! i

Keterpaduan berarti’ bahwa dalam melaksanakan Kaw asa|n Tanpa Rokok

dilakukan dengan memadukan berbagm unsur atau mensmerglkan berbagai
komponen terkait. f Z L
Keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus |rnernpf:rhatlkan
berbagai aspek, seperti kepentingan ekonoml, ‘ somal budaya, dan
kesehatan. | o : SR

Kelestarian dan bérkelanjutan‘ berarti bahwa. sctiéi)' scéairang memikul

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generas1 mendatang dan terhadap
sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan
Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula
Partisipatif bcrarn bahwa setiap anggota masyarakat d1dorong untuk
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan daln pelaksanaan
Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tldak langsung
Keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok ddakukan harus
mencerminkan keadilan secara proporsional bag1 setlap warga negara
dan/atau masyarakat baik lintas generasi maupun hntas gender; dan
tranparan31 dan akuntabilitas, berarti bahwa sehap warg'a masyarakat dapat
dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan 1nforma81 Kawasan
Tanpa Rokok, serta dapat dlpertanggun.awabkan sesucu dengan ketentuan
) s l

peraturan perunda.ng—undangan .
e
b
P

1




BABII |
MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS
| Bagian Kesatu ‘ ‘ ,
MAKSUD S
Pasal 2 .
Peraturan Bupati ini du'naksudkan untuk menjadi acuan berbagm pihak dalam
upaya memberikan perhndungan kepada masyara.kat umum dala{m menerapkan
Pola Hidup Sehat.’ , o

Bagian Kedua R
TUJUAN ST
Pasal 3 P

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk : o _
a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bag1 perokok aktif
dan/atau perokok pa51f )

b. memberikan ruang dan lmgkungan yang bersih dan schat bag1 masyarakat;
melindungi kesehatan masyarakat secara umum dan dampak buruk
~ merokok baik langsung maupun tidak Iangsung, . ‘ l .
_ d. menciptakan ]mgkungan yang bersih dan sehat, bebas dan asap rokok;
e. untuk menmgkatkan keseJahteraan masyarakat; dan P

untuk mencegah perokok pcmula I |

Bagian Ketiga

AZAS . |

Pasal 4 SRR

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berazaskan: ’

kepentingan kualitas kesehatan ménusia; | - o
keselmbangan keschatan manusia dan hngkungan, . 1
kemanfaatan umum; | L
keterpaduan; |
keserasian;

kelestarian dan berkelanjutan;

partisipatif; dan

/

@ ™o Qe TP

keadilan.
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b. Ternpatmerokokd1 luar ruanga.n e ftf% ?‘,if: ‘

1

BAB Il

HAK DAN KEWAJIBAN |~ 0
Bagian Kesatu | - !
Perorangan o i ]

Setiap orang berhak atas udara bers:h dan memkmatl udara yang bebas dari

asap rokok. , L :

Setiap . orang berhak atas mformasx dan edukasx ya.n|g benar mengenal
bahaya asap rokok bag1 kesehatan N : ? | :- . : { [

‘Setiap orang. bcrhak mendapatkan 1nforma31 menge ngu iKayvasan Tanpa
Rokok, Lo

0 meas D

‘Setiap orang dilarang merokok dltempat atau arca yahé'alté]tapkan sébagai
Kawasan Tanpa Rokok. o - f Eii

D;kecuahkan pada’ayat (2) perokok aktif dapat merokok d1tempat khusus
yang disediakan untuk merokok (Smokmg Area). | 2 . * .

Tempat merokok (Smoklng Arca) terdm dari: iy
a. Tempat merokok d1 dalam ruangan atau tempat ber AC dan

Tempat merokok di: dalam ruangan sebagalmana dlrnaksud pada ayat (3)

huruf a dlrancang atau didesain dcngan bahan stamleste;el dan kaca dengan
]

dilengkapi kursi/ tempat duduk, asbak dan penghlsap ruangan

Tempat merokok di luar mangan sebagalma.na du'naksud pada ayat (3) huruf

b bangunan khusus yang berada du'uang terbuka dengan dllengkapl

_kurs1/tempatdudukdanasbak : ;; | 'l
. BagianKedua , ;'
LembagadanlatauBadan.“k 2 “
‘ ‘Pasal 7. ;-»-:,;? SiE

lepman lembaga dan/ atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah
ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok Wapb melarang 'orang merokok
pada tempat dan/ atau lokasi yang men_]adl tanggung Jawabnya

Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan ‘Tempat Kerja
yang ditetapkan sebagal Kawasan Tanpa Rokok' dapat menyedJakan tempat

khusus merokok (smokmg area) s { _ ;f:_t?
l: ! 1
NIRRT
ket b
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(S)
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Pimpinan lembaga dan/ atau bada.n pada Kawasan 'I‘anpa Rokok wajib

memasang tanda—tanda dilarang merokok

Tata cara dan pelaksanaan hak dan kewa_]lban sebagaima!ma dimaksud pada o
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dlatur dengan Peraturan Bupau ini.

Pimpinan lembaga Wa_]lb untuk:

a.

Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.

penyediaan produk rokok;

:I!'

' e
melakukan pengawasan mternal pada tempat dan/ atau lokasi yang
menjadi tanggung]awabnya, ' f_ ' Lo ; = | @ . ? !

melarang adanya tempat untuk merokok dl dalam gedung dan

melarang semua orang untuk tidak mcrokok d1 Kawasar:1 Tanpa Rokok
yang menJadl tanggung _]awabnya baik melalul tanda:tgnda atau medlar :
yang mudah dlmengertl L ; _ 0 ,~

memasang tanda-tanda dllarang merokok sesua1 persyaxl'atan di semua
pintu masuk utama dan di tempat—ternpat yang dlpandang perlu dan

mudah terbaca dan/ atau dldengar baik.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK b
Pasal 8 B

]
1
BN

+
Enl-‘

Kawasan Tanpa Rokok sebagannana dnnaksud dalam ayat (1), antara lain :
|

e opo P

Kantor Pemerintah Daerah; = o L
tempat pelayanan keschatan o

tempat proses bela_]ar mcngajar, o DR | - g !
tempat anak berma.ln, ' - R

tempat ibadah;

tempatkerja;dari, SR !

ternpat umum.

Kaw: asan 'l‘anpa Rokok sebagau'nana dimaksud pada ayat (2) 'tldak termasuk

area diluar pagar.

Kawasan Tanpa Rokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), ditetapkan
secara bertahap dengan pallng sechklt memperhaukan :hal-hal sebagai

berikut :

a.

I

telah dxlaksanakan sosmhsam berupa mformam / penyuluhan terhadap
tempat-tempat yang akan d1tetapkan scbagm Kawasan Tanpa Rokok olehh‘ '
Satuan Kexja Perangkat Daerah terka1t dan

i
HIE S
L




b. telah tersed1anya sarana berupa Smokmg Area, Tanda/ Petunjuk/
Permgatan Larangan Merokok dan Tanda/ Petunjuk/ Permgatan Ruangan
untuk Merokok (Smokmg Area) sudah dlSlapkan '

: Pasa19 '
Kantor Pemenntah Daerah sebageumana dnnaksud clalam Pasa.l 7 ayat (2)
huruf a adalah Gedung/ Kantor di lingkungan Pemenntah Daerah termasuk
Kantor Dmas/ Badan, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, _Umt Pelayanan

Teknis Daerah dan Kantor Badan Usaha Milik Daerah ! ,
Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
~huruf b mehputl rumah sakit, balai kesehatan, E §puskesmas balai
pengobatan ba1a1 kesejahteraan ibu dan anak khmli kccantlkan klinik
perawatan pendenta narkoba, tempat praktek dokter/ dokiter gigi/dokter
hewan, rumah bersalm, tempat . praktek bldan/ perawat' swasta klinik
kesehatan, apotek toko obat, Iaboratonum kesehatan dan/ atau sarana
kesehatan lamnya » : f ' f
Tempat proses belajar mengajar sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 7 ayat
(2) huruf ¢ meliputi :. - ,:
a. Tempat pendldlkan formal, yaltu o
. 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibhda.lyah (MI) atau bentuk lain yang
sederajat ; '
2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsana“pya;h _ai.au bentuk lain
yang scderajat ' U f: .
3. .Sekolah Mcnengah Atas, Madrasah Ahyah, iSekolah Menengah
Ke_)uruan (SMK) dan Madrasah Ahyah he_]uruan atau bentuk lain

yang sederajat SR SRR :
4, Akademl, Pollteknlk Sckolah nggl, Inst1tut atau Unlver81tas, dan |
5. Tempat pendldlkan formal lainnya. DRSS

b. Tempat pendidikan non formal, ymtu

1. lembaga kursus/ pelauhan, '

2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul At.hfal atau bcntuk lain yang

sederajat dan | L

3. tempat pendldlka.n non formal lainnya. L

Tempat anak bermam sebagaunana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf h

d, mehputl : |

a. kelompok bermam anak (play group), dan
b. tempat Pen1t1pan Anak (TPA)

o iy
......




(5) Tempat ibadah sebagannana dnnaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e,
meliputi masjid/ mushola, gereja, pura, wlhara, klcnteng dan tempat ibadah

lainnya. " !

(6) Tempat kerja sebagmmana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi
'~ pabrik, tempat kerja d1 kantor-kantor swasta. o g s
(7) Tempat umum sebagannana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g
| meliputi pertokoan/mall hotel, restoran, rumah makan Jasa boga, bioskop,

pasar, terminal, stasmn, tempat wisata, dan kolam renang

‘ Pasal 10

Setlap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dﬂarang untuk:

a. memprodukm atau membuat rokok i

b. menjual rokpk : '

c. menyelenggarakan 1k1an rokok;

@ <d mempromosikan rok{ak; dan/atau ' 5 . *
e. merokok.

BAB V R

RUANGAN ATAU TEMPAT KHUSUS UNTUK ME]ROKOK
(SMOKING AREA) SN
‘Pasal 11

J i

Ruangan atau tempat khusus untuk merokok wajib memenu]n ketentuan sebagai

berikut : ! :
| a. tempat terpisah dan ruangan atau area yang dmyatakan sebagau tempat
@ dilarang merokok;

‘ ‘ b. dipasang tanda/petlm_]uk tempat khusus untuk mcrokoh (smlokmg aredq);
c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memlllkl smtem s1rku1a51

t '

udara yang memadal, A
d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok dan /atau l},
/

e. dilengkapi data dan mformas1 bahaya merokok bagl kesehatan
RS | :
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2)

(1)

(2)
2

@

, BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT |
Pasal 12 b

Masyarakat bérpefafl serta dalairi mew#judkahf KawasanTanpa Rokok di

masyarakat i
d. memberikan teguran atau mengmgatkan kepada mereka yang melanggar

ketentuan Pasal 5 atau Pasal 9; dan gL } , i o 5

‘‘‘‘‘

€. melaporkan setxap orang yang terbuktl melangga.r, keitentuan kepada

punpman lembaga dan/atau badan sebagmmana dlmaksud ‘dalam

BABVE .l
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NI
Pasal 13 -"; "f

Lo

Bupati’ melakukan pembinaan dan pengawasah untuk mewujudkan

KawasanTanpaRokok SR R

:lg

'Pembinaan sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) dapat Bérupa bnnbmgan

dan penyuluhan kepada masyarakat dan punplnan atau pénanggung jawab

Kawasan Tanpa Rokok.

Pengawasan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dapat berupa
pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-

undangan pada Kawasan Tanpa Rokok.

‘Bupati- berwenang melakukan pembmaan, ! pengé&vésan, dan | dapat

: mehmpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada PeJabat yang

SRR N
dltun_]uk o ; - g;;g.ﬁ_'ﬁ‘
- | SEE
i
SRR
. i
i -
t
|

‘Daerah.~ - i R BT ‘f,
Peran serta masyarakat scbagalmana dlIIl&koUd padé gayat (1) 'dapat
dilakukan dengan cara '_ :ﬁ Z 5 , -
a. membenkan sumbangan pcrmk1ran terkaut Kawasan Tanpa Rokok di
| Daerah; : ‘
b. membenkan bantuan sarana dan prasarana untuk? mewujudkan
Kawasan Tanpa Rokok o
. bimbingan, penyuluhan, dan penyebariﬁaisaxj_ i ginformas1 kepada
: i

b
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BAB VIII o
KETENTUAN PENUTUP .
Pasal 14 .

Peraturan Bupati ini mu1a1 berlaku pada tanggal dlunclangkan
Agar sctiap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan

- Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Bombana.

D1tetapkan d1 Rur;xbla
.pada tanggal, 5 NbvembeFQOIS

o “PARAF KOORDINASI |  Bupas Bomfsha,
~{NO_;UNIT/SATUAN KERJA | PARAF ' AN
1| Jelen I
2 | i
1| Pl (1o Foe. L o
5 | AR A X LB
¢ f g
Diundangkan di Rumﬁia ' |

pada tanggal, & Novefzwber 2015

- SEKRETARIS DAERAH,
. KABUPATEN BOMBANA

*fMﬂ\"*

H. BURHANUDDIN A, HS. NOY - - AN T

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN_z"(Z)flsﬁoMQR IA
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